
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR  17  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

diantaranya menyebutkan “Apabila Peraturan Presiden 
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun 

Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang 
APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah 

Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan 
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala 
Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 

dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk 
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang 

perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan 
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 
perubahan APBD tahun anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
226/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Desa 
menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 111 
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan 

pelaksanaannya; 
   

Mengingat                
     

:
              

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 244); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);  

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2018 

tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13  Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2017 Nomor 13); 

28. Peraturan Bupati Banjar 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2015 Nomor 58); 

29. Peraturan Bupati Banjar 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 

111);  
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 111 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 111) diubah  sebagai 

berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a, angka 2 huruf a diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
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1. Pendapatan       

a. Pendapatan Asli Daerah      : Rp.    167.937.082.143,00 

b. Dana Perimbangan       : Rp. 1.175.229.655.975,00 

c. Lain lain Pendapatan yang sah     : Rp.    359.800.942.000,00 

         Jumlah Pendapatan      : Rp. 1.702.967.680.118,00 

 
2. Belanja        

a. Belanja Tidak Langsung    

1). Belanja Pegawai       : Rp.    667.054.827.243,00 

2). Belanja Bunga       : Rp.      0,00 

3). Belanja Subsidi       : Rp.      0,00 

4). Belanja Hibah       : Rp.      19.911.200.000,00 

5). Belanja Bantuan Sosial      : Rp.        5.924.075.000,00 

6). Belanja Bagi Hasil       : Rp.        5.692.162.086,00 

7). Belanja Bantuan Keuangan     : Rp.    279.274.820.700,00 

8). Belanja Tidak Terduga      : Rp.        2.500.000.000,00 

  Jumlah Belanja Tidak Langsung     : Rp.    980.357.085.029,00 
 

b. Belanja Langsung     

1). Belanja Pegawai       : Rp.    149.686.838.151,00 

2). Belanja Barang dan Jasa     : Rp.    359.031.698.987,00 

3). Belanja Modal       : Rp.    278.392.057.951,00 

     Jumlah Belanja Langsung     : Rp.    787.110.595.089,00 

 
Jumlah Belanja      : Rp.1.767.467.680.118,00 

      Surplus/(defisit)            : Rp.   (64.500.000.000,00)  

 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan        : Rp.      64.500.000.000,00 

b. Pengeluaran       : Rp.                            0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
Tahun berkenan       : Rp.                            0,00 

 
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

4. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

     Ditetapkan di Martapura 
     pada tanggal 15 Februari 2018                      

 

                BUPATI BANJAR, 
 
 

                           Ttd 
 

                                                                        H. KHALILURRAHMAN 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 15 Februari 2018                   

     
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 
    Ttd 

 
 
                     H. NASRUN SYAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR  17 

 
Salinan sesuai dengai aslinya : 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
                   Ttd 

 
HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH 
NIP. 19751108.199903.2.005 


